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PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 
 

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 
NOMOR  5  TAHUN  2011 

TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

WALIKOTA  PROBOLINGGO, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam bentuk pengaturan 

dan pegawasan perizinan tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan, perlu didukung dengan Sumber Daya yang 

memadai, meliputi fasilitas, sumber daya manusia dan anggaran; 

b. bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang penting guna menutup sebagian atau seluruh biaya 

penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi penerbitan izin, pengawasan di 

lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan dampak negatif dari 

pemberian izin; 

c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Trayek Angkutan Kota,  Peraturan 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat 

Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 

Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan, Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (HO) dan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, 

perlu disesuaikan; 

d. bahwa sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,  

dan c Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 

Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
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3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3274); 

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3317); 

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4444); 

11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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15. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang 

Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2469); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-

Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 3258); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3527); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3529); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ttg Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5161); 

24. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol; 

25. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; 

26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang 

Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman 

Beralkohol; 
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27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 

29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Angkutan Umum; 

30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 

Nomor 3); 

31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6); 

32.  Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolingggo (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 4). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

Dan  
WALIKOTA PROBOLINGGO  

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo; 

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo; 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan 

peraturan perUndang-undangan yang berlaku; 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama 

dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 

tetap dan badan usaha lainnya; 
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6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan; 

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan 

barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; 

8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin 

kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian 

atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang 

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan; 

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 

10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 

pemilik bangunan untuk kegiatan meliputi : Pembangunan baru, dan atau prasarana bangunan ; 

Rehabilitasi /renovasi bangunan dan / atau prasarana bangunan, meliputi perbaikan / perawatan, 

perubahan, perluasan / pengurangan; dan Pelestarian/ pemugaran. IMB sebagai pengesahan 

dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh pemerintah daerah diberikan untuk dapat 

memulai pelaksanaan konstruksi bangunan dan merupakan prasyarat untuk mendapatkan 

pelayanan utilitas kota yang meliputi penyampungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas; 

11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dana yang dipungut oleh pemerintah kota, atas 

pelayanan yang diberikan dalam rangka untuk biaya proses administrasi dan pembinaan melalui 

penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk biaya pengendalian penyelenggaraan bangunan yang 

meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses 

penerbitan Izin Mendirikan Bangunan; 

12. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan 

permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada pemerintah kota, atau kepada pemerintah, untuk 

bangunan fungsi khusus; 

13. Pemilik Bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang 

menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan  

14. Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau bukan pemilik bangunan berdasarkan 

kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan atau 

bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; 

15. Klasifikasi Bangunan adalah klasifikasi dari fungsi bangunan sebagai dasar pemenuhan tingkat 

persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya; 

16. Bangunan adalah wujud  fisik  hasil  pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat   

kedudukannya,  sebagian  atau  seluruhnya berada  di atas  dan/atau  di dalam  tanah  dan/atau  

air, yang  berfungsi sebagai  tempat  manusia  melakukan  kegiatannya,  baik  untuk  hunian atau  

tempat  tinggal,  kegiatan  keagamaan,  kegiatan  usaha,  kegiatan sosial, budaya, maupun 

kegiatan khusus; 

17. Bangunan Fungsi Khusus adalah bangunan yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan 

tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan 

masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi; 


